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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal
71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil”. Isu hukum yang ingin penulis
angkal di dalam penelitian ini mengenai seseorang melakukan suatu tindak pidana
vang telah dijatuhi pidana maksimal, namun muncul tindak pidana lain yang
perbuatan pidananya dilakukan sebelum ada putusan hakim sehingga terindikasi
sebagai perbuatan concursus yang diadili secara terpisah atau disebut delik
tertinggal. Maka, delik tertinggal tersebut berpotensi akan dijatuhi pidana nihil.
Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti, yaitu ketentuan Pasal 12 ayat (4)
KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam
memutuskan penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam
perspektif norma hukum pidana Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil
penelitian skripsi ini berupa penjatuhan pidana nihil memberikan dampak bagi
hakim untuk tidak dapat sewenang-wenang atau sebebasnya menjatuhkan kembali
pidana yang pada perkara sebelumnya terdakwa telah dijatuhi pidana maksimal
dikarenakan masih terdapat aturan hukum yang berlaku dan pola seorang hakim
dalam menjatuhkan pidana nihil apabila terdapat kasus yang pada perkara
sebelumnya dijatuhi pidana maksimal, kasus dengan delik tertinggal, dan
menggunakan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP sebagai
landasan penjatuhan pidana nihil.

Kata Kunci: Delik Tertinggal, Kebebasan Hakim, Pidana Nihil

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
L
Dr. Hamb Albariansyah, S.H., M.H. Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. l98§lll§)b09121005 NIP. 199411302022032019
Mengetahui,

Wakil Dekan 1 idangwemik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara penganut sistem eropa kontinental
(civil law) yang mana hukum dijunjung tinggi di dalam negaranya. Negara
yang bersifat presidensial ini masih sangat kental akan hukum positif.
Indonesia mengandung aliran hukum positivisme (hukum positif) meyakini
bahwa hukum hanya sebatas aturan yang dibuat oleh para petinggi di negara,
hukum tidak boleh keluar dari peraturan tertulis yang mana sering kita sebut
dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tercantum di dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia
merupakan negara hukum (rule of law).! Salah satu syarat mutlak dari negara
hukum yaitu menjamin adanya kemandirian kekuasaan kehakiman atau

kebebasan hakim.?

Secara yuridis kekuasaan kehakiman di Indonesia didasari mulai dari
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman,
dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami
beberapa kali amandemen.® Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

mengatur bahwa seorang hakim diwajibkan menjaga kemandirian peradilan

! Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 ayat (3).

2 Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai
Amanat Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Registrar and Secretariat General of the Constitutional
Court of the Republic of Indonesia 12, no. 2 (2015): 229.

8 Ibid., hlm. 221.



pada saat menjalankan tugas dan fungsinya.* Hakim atau peradilan yang dalam
hal ini sebagai wadah bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan harus
bersifat mandiri, independen dalam arti tidak bergantung atau terikat, bebas
dari pengaruh, dan tidak memihak sehingga mendapatkan putusan hakim yang
objektif. Kemandirian menuntut kepada para hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara itu harus bebas. Kemandirian hakim juga merupakan satu
kesatuan dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim yang dimaksud yaitu
bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinan hakim dan

juga bebas dari campur tangan pihak ekstrayudisial.®

Perlu juga dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan
kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak karena hakim memiliki tugas untuk
menegakkan hukum dan keadilan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sehingga putusan hakim dapat mencerminkan rasa
keadilan rakyat Indonesia,® bukan hanya keadilan yang berdasarkan pengertian
atau kehendak hakim semata.” Dalam pelaksanaannya, kebebasan hakim
dibatasi oleh pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan
perundang-undangan.® Kebebasan hakim yang tidak mutlak harus memiliki

batas karena ditakutkan akan menjurus kepada kesewenang-wenangan.®

% Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157

Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 3 ayat (1).

5 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2012), him. 168.

® Sutiyoso Bambang and Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan

Kehakiman Indonesia, Ed. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 67.

7 Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,”

hlm. 232.

8 Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, hlm. 264.
® Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 94.



Isu hukum yang ingin penulis angkat di dalam penelitian ini mengenai
seseorang melakukan suatu tindak pidana yang telah dijatuhi pidana maksimal,
namun muncul tindak pidana lain yang peristiwa atau perbuatan pidananya
dilakukan sebelum ada putusan hakim sehingga terindikasi sebagai perbuatan
concursus yang diadili secara terpisah atau disebut delik tertinggal. Maka, delik
tertinggal tersebut berpotensi akan dijatuhi pidana nihil. Sebelumnya, pidana
nihil diartikan sebagai keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim tanpa
disertai pidana terhadap terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa
tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi
tidak dijatuhkan pidana, baik denda maupun kurungan.*® Pidana nihil biasanya
dijatuhkan pada suatu tindak pidana yang di dalam kasusnya terdapat perbuatan
concursus, voortgezzette handeling, dan pengulangan dalam perbarengan

tindak pidana yang dilakukan sebelum ada putusan hakim.!!

Berikut beberapa contoh kasus perbuatan concursus yang memiliki

delik tertinggal lalu dijatuhi pidana nihil, yaitu sebagai berikut :

1. Kasus Okonkwo Nonso Kingleys, dalam perkara pertama putusan nomor
244/Pid.B/2004/PN.Mdn terdakwa dijatuhi pidana mati dikarenakan
menjadi perantara dalam jual beli narkotika.'? Pada perkara kedua putusan
nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Mbo terdakwa yang masih berada di dalam

lapas ditangkap kembali karena membantu pengiriman narkotika sehingga

10 KMS Herman, Agus Sudrajat, and Verania Hadi Permata, “Implementasi Vonis Nihil
Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum
Universitas Borobudur 1, no. 2 (2023): 60.

11 Ibid., hlm 61.

12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 163 PK/Pid.Sus/2014, hlm. 6.



dijatuhi pidana mati,'® namun terdakwa mengajukan banding pada putusan
nomor 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna yang mengubah putusan Pengadilan
Negeri menjadi pidana nihil'* dikarenakan pada perkara pertama terdakwa
telah dijatuhi pidana mati sehingga apabila pada perkara kedua dijatuhi
pidana mati untuk kedua kalinya, maka akan bertentangan dengan Pasal 67

KUHP;®

Kasus Abdullah bin Zakaria, dalam perkara pertama putusan nomor
248/Pid.Sus/2015/PN.Bna terdakwa dijatuhi pidana mati dikarenakan
melakukan pembelian narkotika dari luar negeri untuk dijual kembali di

Indonesia,*®

namun pada putusan nomor 1360 K/Pid.Sus/2016 hakim
mengubah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri menjadi dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh)
tahun.!” Pada perkara kedua putusan nomor 319/Pid.Sus/2015/PN.Bna
terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari
kejahatan asal (predicate crime), yaitu tindak pidana narkotika sehingga
dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun,'® lalu Penuntut Umum
mengajukan banding dengan putusan nomor 163/Pid/2016/PT.Bna dan

pidana yang dijatuhkan berubah menjadi selama 10 (sepuluh) tahun,®

namun pada putusan nomor 143 K/Pid.Sus/2017 hakim mengubah

13 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 103/Pid.Sus/2021/PN.Mbo, hlm. 83.

14 Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna, him. 23.

15 Ibid., him. 22.

16 Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 09/Pid/2016/PT.Bna, hlm. 26.

1" Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1360 K/Pid.Sus/2016, him. 34.
18 Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 163/Pid/2016/PT.Bna, hlm. 129.

19 Ibid., hlm. 135.



penjatuhan pidana penjara menjadi pidana nihil?°

dikarenakan pada perkara
pertama terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

sehingga apabila pada perkara kedua kembali dijatuhi pidana, maka akan

bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan Pasal 71 KUHP;*

Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dalam perkara pertama putusan nomor
65/Pid.B/2017/PN.Krs terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18
(delapan belas) tahun dikarenakan melakukan pembunuhan berencana
kepada anak buahnya.?> Pada perkara kedua putusan nomor
66/Pid.B/2017/PN.Krs terdakwa juga terbukti melakukan penipuan
sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tingkat
banding Pengadilan Tinggi mengubah penjatuhan pidana menjadi selama 3
(tiga)  tahun.®  Pada  perkara  ketiga  putusan  nomor
2471/Pid.B/2019/PN.Sby terdakwa kembali diadili dengan tindak pidana

penipuan sehingga dijatuhi pidana nihil*

dikarenakan pada perkara
pertama dan kedua terdakwa telah dijatuhi dengan total pidana penjara
selama 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila pada perkara ketiga
kembali dijatuhi pidana, maka akan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4)

KUHP.®

20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 143 K/Pid.Sus/2017, hlm. 146.

2L Ibid., hlm. 145.

22 Pengadilan Negeri Kraksaan, Putusan No. 65/Pid.B/2017/PN Krs, hlm. 96.

23 Tim DetikJatim, “Kedok Keji Dimas Kanjeng Dukun Pengganda Uang Sekaligus Otak

Pembunuhan,” Detik Jatim, 2023, https://www.detik.com/jatim/berita/d-6662252/kedok-keji-
dimas-kanjeng-dukun-pengganda-uang-sekaligus-otak-pembunuhan?single=1 pada 27 Januari

2025.

24 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 2471/Pid.B/2019/PN.Sby, him. 125.
% Ibid.. him. 124,



Terlihat dari pola pidana nihil yang dijatuhkan oleh seorang hakim,
terdapat beberapa Pasal yang hakim gunakan, yaitu Pasal 12 ayat (4) KUHP,
Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP. Pasal 12 ayat (4) KUHP mengatur

tentang: 2

“Pidana penjara selama waktu tertentu dibatasi sekali-kali tidak
boleh lebih dari dua puluh tahun.”

Pasal 67 KUHP mengatur tentang :2’

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali
pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang
telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Pasal 71 KUHP mengatur tentang :28

“Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah
lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada
putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada
pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan
dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang
sama.”

Namun, sayangnya dari ketiga ketentuan Pasal di atas tidak ada yang
secara eksplisit atau secara jelas dan rinci menyebutkan kata “pidana nihil” di
dalamnya. Hanya saja secara implisit unsur yang terkandung di dalam Pasal-
Pasal di atas condong terhadap adanya penerapan penjatuhan pidana nol tahun
atau nihil. Seperti pada Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyebutkan ... dibatasi

sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.” memberikan pemahaman

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 12 ayat (4).

2" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 67.

B8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 71.



bahwa apabila pidana yang dijatuhkan telah mencapai dua puluh tahun, maka

tidak dapat lagi dijatuhkan pidana. Lalu, pada Pasal 67 KUHP yang

13 2

menyebutkan “... tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi ...” memberikan
pemahaman bahwa tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan selain menjatuhkan
pidana nol tahun atau nihil. Keberadaan pidana nihil pun sejatinya berlawanan
dengan karakteristik hukum di Indonesia yang dapat dikatakan sistematis?®
dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada

peraturan tertulis membuat penjatuhan pidana nihil menjadi tidak sejalan

karena tidak adanya aturan hukum yang secara jelas dan rinci mengatur.

Penjatuhan pidana nihil juga menjadi bertentangan dengan tugas dan
fungsi hakim dalam menjaga kemandirian peradilan. Hakim memiliki
kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, namun kebebasan
hakim tetap dibatasi dengan aturan hukum yang berlaku. Kebebasan hakim
bukanlah kebebasan yang tanpa batas sehingga hakim dapat bertindak
sewenang-wenang diluar aturan hukum yang berlaku. Definisi kekuasaan
kehakiman mengatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan harus didasari
pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang hakim yang
merupakan bagian dari subsistem kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya tunduk pada

pengaturan kekuasaan kehakiman.

29 Qapti Prihatmini, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, “Putusan Nihil: Mengukur
Eksistensi Dan Validitas Dalam Perspektif Ronald Dworkin,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana
Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12, no. 2 (2023): 265.



Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis
tertarik untuk mengkaji mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana
nihil dengan menggunakan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal
71 KUHP sebagai acuan atau landasan serta pemahaman dan kekonsistenan
dalam menerapkan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum
pidana Indonesia. Penulis mengangkat isu hukum ini menjadi penelitian skripsi
yang berjudul “Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal

71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi

rumusan masalah di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal
71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan

pidana nihil?

2. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma

hukum pidana Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan dalam
melakukan penelitian skripsi ini akan mendapatkan tujuan penelitian

diantaranya sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP,
Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam

memutuskan penjatuhan pidana nihil.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penjatuhan pidana nihil

dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Adapun penulis mengharapkan akan mendapat manfaat dari segi teoritis

maupun praktis dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-
teori pembelajaran pada umumnya dan secara khusus di bidang hukum
pidana terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP,
dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan
penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam

perspektif norma hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi
referensi terkait ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan
Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan
penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam

perspektif norma hukum pidana Indonesia.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian skripsi yang berjudul “Anotasi Pasal 12
ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana
Nihil” ini hanya berfokus membahas tentang bagaimana ketentuan Pasal 12
ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan
hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil dan bagaimana penerapan

penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Teori Kebebasan Hakim
Pengertian dari kebebasan hakim yaitu dalam memeriksa dan
memutus perkara, hakim memiliki kebebasan dalam menggali, mengikuti
serta memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Kebebasan
hakim juga harus bebas dari segala intervensi atau campur tangan pihak

luar yang dapat mempengaruhi keadilan yang ada di dalam diri seorang

hakim.3°

Salah seorang mantan Hakim Agung bernama Yahya Harahap
mengemukakan pemikirannya mengenai kebebasan hakim, menurut beliau

kebebasan hakim tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas

%0 St. Zubaidah, “Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting
Opinion),” Pengadilan Agama Marabahan, 2021, http://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-
hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html pada 9
September 2024.
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dengan hanya menunjukkan sikap arrogance of power dan menggunakan
kebebasan sebagai alat untuk menghalalkan segala cara, justru kebebasan

harus sejalan dengan acuan seperti :3!

a. Menerapkan hukum yang berpedoman dari peraturan perundang-
undangan yang benar dan tepat dalam hal menyelesaikan perkara yang
sedang diperiksa, serta sesuai juga dengan asas dan ketentuan undang-

undang yang harus diunggulkan (statute law must prevail);

b. Menafsirkan hukum yang benar dan tepat melalui cara-cara pendekatan
interpretasi yang dibenarkan, seperti interpretasi sosiologis, interpretasi
sistematik, interpretasi analogis, interpretasi bahasa, dan interpretasi a
contrario. Atau apabila peraturan perundang-undangan tidak
berpotensi lagi dalam melindungi kepentingan umum, maka yang
diutamakan disini adalah keadilan daripada peraturan perundang-
undangan. Penerapan ini harus sesuai dengan doktrin keadilan yang

harus diunggulkan (equity must prevail);

c. Kebebasan dalam mencari dan menemukan penemuan hukum
(rechtsvinding), seperti dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui
norma hukum tidak tertulis, seperti hukum adat, doktrin ilmu hukum,
yurisprudensi (keputusan hakim terdahulu), atau bisa juga melalui

pendekatan yang disebut realisme, artinya mencari dan menemukan

31 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun
1989, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.



12

hukum yang berada di dalam nilai-nilai agama, moral, ekonomi,

kepatuhan dan kelaziman.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Secara garis besar, penjatuhan pidana kepada pelaku pidana dapat
bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di
masa yang akan datang. Tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan
apabila bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu, namun tujuan
pemidanaan adalah memperbaiki perilaku pelaku apabila berorientasi
untuk kepentingan di masa yang akan datang.®? Terdapat pandangan dari
profesor hukum di Amerika yang bernama Herbert L. Packer, dalam karya
utamanya yang berjudul “The Limits of The Criminal Sanction” beliau

mengatakan bahwa :33

“In my view, there are two and only two ultimate purposes to be
served by criminal punishment: the deserved infliction of
suffering on evildoers and the prevention of crime. It is possible
to distinguish a host of more specific purposes, but in the end all
of them are simply intermediate modes of one or the other of the
two ultimate purpose.”

[Menurut pandangan saya, terdapat dua dan hanya dua tujuan
akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana: memberikan
pembalasan berupa penderitaan kepada pelaku dan mencegah
terjadinya kejahatan. Ada banyak tujuan yang lebih spesifik,
tetapi pada akhirnya semua hanyalah cara perantara dari salah
satu dari dua tujuan akhir tersebut]

32 Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,”
Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 1 (2009): 100.

3 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction (California: Stanford University
Press, 1968), him. 36.
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Menurut Herbert L. Packer terdapat dua pandangan konseptual yang
masing-masing memiliki implikasi moral berbeda terhadap satu sama lain,

di antaranya :>*

a. Pandangan Retributif (Retributive View)
Pandangan retributif menganggap pemidanaan sebagai hukuman
negatif terhadap perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh
masyarakat sehingga pemidanaan dipandang hanya sebagai
pembalasan yang dilakukan dengan didasari tanggung jawab moralnya
masing-masing. Pandangan ini memiliki sifat yang melihat ke belakang

(backward-looking);

b. Pandangan Utilitarian (Utilitarian View)
Pandangan utilitarian memandang pemidanaan dari sisi kegunaan atau
manfaatnya sehingga yang dilihat adalah terkait keadaan atau situasi
yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu sisi,
pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku atau sikap
pelaku, namun di sisi lain pemidanaan diharapkan dapat mencegah
seseorang melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini memiliki
sifat yang melihat ke depan (forward-looking) dan sekaligus sifat

pencegahan (detterence).

% Ibid., hlm. 11.
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G. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Delik Tertinggal (Ongelijktijdige Berechting)
Delik tertinggal diatur di dalam Pasal 71 KUHP yang menyatakan

bahwa : %

“Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan
salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain
sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu
diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan
menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-
perkara diadili pada saat yang sama.”

Dalam praktiknya apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana
dan telah dijatuhi putusan, namun ternyata terdapat perbuatan pidana yang
belum terungkap atau diadili maka perbuatan tersebut disebut delik
tertinggal. Pasal 71 KUHP menjadi salah satu jenis dari sistem penjatuhan
sanksi pidana di dalam kasus concursus yang mana sistem yang digunakan,

yaitu sistem kumulatif.

2. Pidana Nihil
Pidana nihil adalah keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim
tanpa disertai pidana terhadap terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa
terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak

pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana, baik denda maupun kurungan.3®

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafiecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 71.

% Herman, Sudrajat, and Permata, “Implementasi Vonis Nihil Dalam Sistem Peradilan
Indonesia,” him. 60.
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Pidana nihil dapat dijatuhkan pada suatu tindak pidana yang diakibatkan
karena adanya perbuatan concursus, voortgezette handeling, dan
pengulangan dalam perbarengan tindak pidana yang dilakukan sebelum

ada putusan hakim.%’

Pemberlakuan pidana nihil masih menjadi
permasalahan di dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan pidana

nihil tidak termasuk dalam jenis-jenis pidana pokok maupun pidana

tambahan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP.*®

3. Perbarengan (Concursus)

Concursus diatur di dalam Pasal 63-71 KUHP yang memiliki arti
sebagai saat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan sebanyak dua
atau lebih oleh satu pelaku yang mana perbuatan pidana yang pertama
belum dijatuhi pidana oleh hakim atau dapat dikatakan perbuatan pidana
awal dan perbuatan pidana setelahnya belum dibatasi oleh putusan hakim.*°

Concursus memiliki tiga jenis, di antaranya :*

a. Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis) diatur di dalam Pasal 63
KUHP yang mana dalam suatu perbuatan masuk ke dalam beberapa

aturan pidana;

b. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) diatur di dalam Pasal 64

KUHP yang mana dalam beberapa perbuatan dan masing-masing

37 Ibid., him. 61.

38 Ibid., him. 58.

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009), him. 109.

40 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 179-181.
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perbuatan itu merupakan tindak pidana sejenis sehingga dipandang

menjadi suatu perbuatan berlanjut;

c. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) diatur di dalam Pasal 65-71
KUHP yang mana dalam beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan
itu tidak perlu sejenis sehingga berdiri sendiri sebagai suatu tindak

pidana.

H. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif. Objek dari penelitian hukum normatif yaitu
mengkaji norma hukum positif.** Pada umumnya, penelitian hukum
normatif juga disebut sebagai studi dokumen, yakni peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, teori hukum, kontrak/perjanjian, dan
pendapat para ahli digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian
hukum normatif memiliki nama lain, yaitu penelitian hukum doktrinal
tetapi juga sering disebut studi dokumen atau penelitian kepustakaan.*?
Penelitian ini hanya ditujukan pada bahan-bahan hukum atau peraturan-

peraturan tertulis.

41 E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya
Ilmiah Hukum (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 5.
42 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

hlm. 13.
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2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan pendekatan

penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan mengaitkan isu atau
permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dibahas dengan
mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
terkait.*> Dalam penelitian skripsi ini, penulis membahas tentang
ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP
dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum

Pidana) sebagai landasan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual harus beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.*
Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum ini dipelajari
lalu dalam perjalanannya peneliti akan mendapatkan pemahaman
sendiri terkait pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan
konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, pemahaman terhadap

4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hlm. 56.

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), hlm. 93-95.
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi patokan
bagi peneliti dalam membuat argumentasi hukum.*® Dalam penelitian
skripsi ini, penulis akan membahas tentang ketentuan Pasal 12 ayat (4)
KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP jika dilihat dari sudut

pandang teori-teori, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan
dari suatu objek, melainkan dari sumber lisan maupun tulisan, seperti buku,
jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, majalah, dan lain-lain.*®
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga)

jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki ciri
dengan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini, di antaranya :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);

4 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), him. 60.
% Ibid., him. 98-99.
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3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang akan menjadi
pendukung berupa memberikan penjelasan daripada yang ada pada
bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal hukum, karya tulis
ilmiah, artikel dari media cetak dan elektronik, dan sumber lain yang

akan membantu proses jalannya penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang akan menjadi
pendukung berupa memberikan penjelasan daripada yang ada pada
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa,

kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini berupa studi pustaka (bibliography study) dengan
mengkaji sumber tertulis apapun tentang hukum yang telah dipublikasikan

secara luas yang dalam hal ini dibutuhkan dalam penelitian hukum
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normatif. Sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi, buku teks tentang hukum, jurnal hukum, dan media cetak.*’

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini,
yaitu menggunakan analisis metode kualitatif. Yang mana fokus dari
analisis bersifat kualitatif ini adalah untuk menguji tingkatan baik buruknya
substansi daripada norma hukum tersebut. Kualitas dari pendapat para ahli
hukum, teori hukum, doktrin hukum, maupun rumusan dari norma hukum

itu sendiri menjadi dasar dalam rumusan penilaiannya.*®

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam mengambil kesimpulan yang pada akhirnya akan didasarkan
pada temuan-temuan penelitian yang perlu dilakukan, metode berpikir
yang tepat harus diterapkan. Kesimpulan dalam penelitian ini dicapai
dengan menerapkan pendekatan berpikir induktif, yang berpikir tentang
suatu topik yang bersifat khusus sebelum sampai pada kesimpulan yang

umuim.

47 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, him. 65-66.
4 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” Law
Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan V, no. 3 (2006): 94.
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